KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 68 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

Menimbang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

a. bahwa salah satu agenda reformasi birokrasi untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih
serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu
mengelola penanganan benturan kepentingan dalam
pengambilan keputusan publik;

bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum  Republik Indonesia  Nomor
323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman
Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan pihak
yang berwenang dalam penanganan Benturan
Kepentingan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Tim
Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
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Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6718);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
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10.

11,

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021
tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor S5 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90
Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi

jdih.kpu.go.id/jateng/kudus



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 444);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024
tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020
tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN

BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS.

Menetapkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. mendukung implementasi penanganan Benturan
Kepentingan termasuk dalam rangka melakukan
identifikasi dan pencegahan Benturan Kepentingan di
lingkungan KPU Kabupaten Kudus;

2. melakukan sosialisasi terkait penanganan Benturan
Kepentingan kepada seluruh pegawai di lingkungan KPU
Kabupaten Kudus; |
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3. melaksanakan pemetaan potensi Benturan Kepentingan
di lingkungan KPU Kabupaten Kudus;

4. menerima dan menindaklanjuti laporan Benturan
Kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Kudus;

5. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap
potensi Benturan Kepentingan di lingkungan KPU
Kabupaten Kudus; dan

6. menyusun laporan penanganan Benturan Kepentingan
di lingkungan KPU Kabupaten Kudus.

- KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 19 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 68 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUDUS

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KEDUDUKAN
NO NAMA JABATAN
DALAM TIM
Ketua KPU Kabupaten
1. | Ahmad Amir Faisol, S.Pd.I Pengarah
Kudus
A Dr. Ahmad Kholil, S.Pd.I., Anggota KPU Kabupaten Pengarah
" | M.Pd Kudus
Anggota KPU Kabupaten Pengarah
3. | Miftahurrohmah, S.Pd., M.Sc
Kudus
: Anggota KPU Kabupaten Pengarah
| 4. | Muhamad Mawahib, S.Pd.I
Kudus
Anggota KPU Kabupaten Pengarah
5. | Sunardi, S.Pd '
Kudus
Sekretaris KPU
6. | Da’faf Ali, S.Sos., M.Si Ketua
Kabupaten Kudus
Kasubbag Teknis
7. | Ayhu Ngabekti, S.E Penyelenggaraan Pemilu Sekretaris
dan Hukum
Arika Yustafida Nafisa, S.AB., | Kasubbag Keuangan,
8. i Anggota
M.A Umum dan Logistik
Kasubbag Partisipasi,
Heddy Ardhani Araminta Hubungan Masyarakat,
0. : Anggota
Putri, S.E dan Sumber Daya
Manusia
Kasubbag Perencanaan,
10. | Andika Teguh Prasetyo, S.IP Anggota

Data dan Informasi
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A\ Q.

NO

NAMA

JABATAN

KEDUDUKAN
DALAM TIM

£1.

Devi Yulistiani, S.IP

Staf Subbag Teknis
Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum

Anggota

12.

Mustaqgfirin, S.E., M.M

Staf Subbag Teknis
Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum

Anggota

13.

Muhammad Sukma Jati

Staf Subbag Teknis
Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum

Anggota

14.

Hafis Dwi Valentino, S.H

Staf Subbag Teknis
Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum

Anggota

15.

Nadya Laili Rizqgiyah, S.H

Staf Subbag Teknis
Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum

Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

i1 \ 7 \\
i e | 1 | %3
1 X ot |
! " . § =}
% - - . ;'i
= 7 & 1)
/

PN

R

& \\

/4

o
-
IR

&
“Ayhu Ngabekti
yhu Negb

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL
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